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Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
¥ebudayaan Propinsi Jawa
Timur di Surabaya

Kepala Dinas P dan K Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya

¥etua PORI Wilayah VIIL
Jawa Timur di Surabaya
Para Pembantu Guberour di
Jawa Timur

Bupari/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Seluruh
Jawa Timm

Parsama ini kepada Saudara diternskan dengan hormat surat Menteri
Dalam Negeri tangeal 21 Nopember 1983 Nomor : 424;’3??2/?[1}]) yang berisie
kan penjelasan atas pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta Kon
perensi Pusab Porsatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta tang-
zal 7 Jini 1983, Hendaknya penjelasan tersebut dapat dijsdikan pegangan
aidalam Saudara menentukan kebijaksanaan peda Instansi masing-masinge

Demikian untuk dimaklumi,

Aen, GUEERNUR KEPALA DAER/H TINGKAT I
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Kepada
Ythe Sdr. Pimpinan FGRI
di
: Penjelasan sehubungan JAKX AR DA,

dengan pertanyaan pa-
ra peserta Konperensi
Pusat PGRI, 7 Juni
1983,

Sehubungan dengan adanya peérteznyaan-pertanyaan yang
telah diajukan secara tertulis oleh para pe=erta puda don
perensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRT) di
Jakarta taonggal 7 Juni 198%. maka bersama ini disawpaikan
kepada Saudara penjelasan sebagai berikut :

1. Menjawab pertanyadn PD VI PGRI Jawa Tengah mengenal se
berapa jauh peranan para pendidik yang wempergunshsn -
garana pendidikgi dalam rangzka Pengawasannya, kirsnvs
dapat dikewukakan bahwa partisipasi para pendidik dalam
rangka mensukseskan pelaksanaan Bantuan Pembangunan 8D
Inpres wan# berupa usul-usul, saran-saran yang konstruk
tif sejek mulai dari proses perencanaan. pelaksanaan -
sampai pada taraf pemeliharazn dari pada Gedung 5D 1In
pres tersebut sangat diharapkan dengan memperhatikan -
serta melalul jalur-jalur resmi kedinasan yang berlaku.

cs Tentung penjelasan masalah Honorarium kelebihan menga-
Jar bagi guru-guru _S_e_k'nlah ]Ja.__'qu_r agar ditinjau kembali
ﬁgﬁginﬁa%_ﬁahurarium Jam meﬁgaj&r di Sekolah Menengah
Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas telah diada-
kan perbalkan dan peningkatan, maka dapat li‘i;je].aﬂkun -
dalam rangké_meningkatkan kese Jahteraan pegawai, pada
komponen Subsidi/Bantuan Penbiayaan Penyelenggaraunn Se
kolah Dasar Negeri (SBPP-SDN) diberikan dana kesejalte

raan guru,
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Pada prakteknya di Daerah pemberian kelebihan jam me
ngajar tersebut tidak effisien untuk dilsksanakan la
gl -
Dapat kami jelaskan pula bahwa pada dasarnya pemerin
tah tidak manyedlakan anggaran untuk mehaynran hn—
ﬁE}arlum kelebihan Jam mengajar. Yang ada sekarsng -
adalah penyediaan anggaran untuk p;EE;;Ean hnnurari—
um kepada guru tidak tetap pada Sekolah MEnEnyah se
ta Dosen luﬂr hldsa pada Perguruan perguruan Tingei
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Hal ini dapat terlihat pada Keputusan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan tanggal 25 September 1482 Ho,
0293/K/1982 tentang pemberian honorarium kepada guru
tidak tetap pada Sekolah Menengah dilingkungan Depar
temen Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0294/K/1483,
tentang pemberian honorarium képada tenaga pengajar
luar biasa dan honorarium pengamat ujian tertulis pa
da Perguruan Tinggi di lingkungan Departemeﬂf}endi -
dikan dan Kebudayaan, yang.telah disetujui Menteri -
Keuanzan Republik Indonesia dalam suratnya tanggzl 6
Mei 1982 dan tanggal 1 Jull 1982 No. S.443/MK~03/1982
dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam
suratnya tenggal-28 Juli 1982 No, B.612/1/Menpan/17/

1882,

3« a. Menangeapi pertanyaan PD VI PGRI Jawa Tengah, ten

tang apakah tidak sebaiknya Sekolah Henengah Ting
kat Pertama dan Selolah Menengah Tingkat Atas yang
pefiyelengearaannya dilakukan oleh Pemerintah Dae-
rali yang Dersangkutan sebagai Rintisan Sekolah Per
siapan Negeri diserahkan/diurusi oleh PGRI, maka
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Menzenai permasalahan ini yang jugza berkaitsn
dengan sementara pendapat di Jawa Tengah yang
menghendaki penyelenggaraan sekelah dimaksud
diserahkan kepada Yayasan/PGRI, waks pada da-
sarnya urusan Sekolah Lanjutan, merupakan urg
san Pusat eq. ﬂeFartemen Pendidikan dan Kebu-

da yaun sesual ketentuan yang verlaku ;

2). Berhubung
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2)¢ Berhubung dengan ‘erbatasnya sarana SMTP/S1MTA
dewasa ini, maka héherapa Peme;fﬁéah Daewrah

mengelola Sekolah Lau jutan dimakﬂud, dengran

harapan Sccepatnya diambil langkah-langkah pe
negerian, dan PG membantu Femerintah Daerzh

Yang bers:nghkutan dalam usaha Penegerian ing,
Namun perily dimaklumi bahwa pembukacn sekolah

sekolah apapun Jenisnya perlu_mggenuhi rersya
ratan-persyaratan minimal yang berlaku,
Oleh karena ity dalem rangka ini kiranya dapat
dipahawi bahwa penegerian sekolah-gekolah di

laksanakan secaré_bertahap.___h__

« Selanjutnya Lengenai harapan PD VI BERI Jawa Tew

ngah sgar gedung Sekolah Dasar’ di Daerah dapat di
rinjam Sekolah PGRI dengan batadan 3 (tiga) som -
pai-5 (1lima) tahun, maka dapat dijelaskan bahwa :

Blis HFmigjgg&gg_quung—gedung Sekolah Dasar (3D)
Inpres untuk aeiEiéﬁiééﬁélah swasta adalah me
rupakan wewenang\Daerah, yang tidak perlu se-
cara instruktif 3

2)e Kepala Dherah akan dapat mempertimbangkan se~
cara masdak terhadap &

(89 Urgensi peminjaman tersebut, dilihat da-
;I.;riéggtas Daerah dalam rangka mengem~
bangkan pendidikan di Daerahnya, apzkah
dipandang perlu atau tidak peminjaman itu
disetujui ;

(b)s Melihat setepat—tepatnya apakah seandai-
nya ade peminjamun tidak akan mengganggu
pemeliharaan gedung, wakitu-waktu belajar
déﬁﬂgébagainja diari Sekolah Dasar dimak-

d,
EZlam memberikan pertimbangan ini, maka
ﬁEiﬁiE Dae;ﬁﬁ_aéigg_mengetﬁhui dan memu-
fﬁﬁﬁaﬂﬁﬁa dengan sebaik-baiknys, karena
dalam hal ini Kepela Daerah aken dibantu

aparat yang kompeten dan yang mem@iﬁangi
B RS
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masalahnya, antara lain Bﬁgggnn, Dinas Pendl
dikan dan Kebudayaan serta Kanwil FPepdidikan

dan Kebudayaan Propinasi,

4, Mengciai pertanyaan dari PD XVIT Kalimantan Te-
ngah, tentang apakah dapat didatangkan calon Gu-
ru Agama Islam Sekolah Dasar Inpres berdasarkan
Inpres No. 4 Tahun 1982 dari Daerah lain, maka
dapat dijelaskan bahwa kekurangan Guru Agama da-
lam rangka Inpres No. 4 Tahun 1982 dimungkinkan

ntuk mendatangkan calon guru dimaksud dari Dae-

rah 1ain yang surplus guru.
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Demikian untuk menjadi maklum,

Tembusan :

. Yth, Sdr. Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan di.Jakarta,

2, Yth, Sdr. Gubernur Kepala Daerah
seluruh Indonesia,
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